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ABSTRAK 

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PROGRAM  

GERAKAN ANTIK ORUPSI DI PROVINSI JAWA BARAT 

 

Maraknya tindak pidana korupsi yang ada di Provinsi Jawa Barat yang melibatkan 

kader partai politik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang peran dan fungsi partai politik sebagai wahana politik dalam menciptakan 

gerakan antikorupsi di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan metode studi kasus.Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan pada penelitian ini dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan 

studi kepustakaan dan teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta melakukan validitas data. Dalam 

penelitian ini terdapat tiga partai yang diteliti yakni Dewan Pimpinan Wilayah 

Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat, Dewan Pimpinan Daerah Partai 

Golongan Karya Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat, juga Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat dan Pakar Antikorupsi. 

Pada akhirnya penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Provinsi Jawa 

Barat kader politik yang berintegritas, khususnya dalam kasus korupsi.sehingga 

hasil dari penelitian ini bahwa partai politik memiliki peranan penting dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi yang dapat membentuk moralitas 

antikorupsi sebagai wujud gerakan antikorupsi. 

Kata Kunci: Peran, Partai Politik, Gerakan Antikorupsi, Jawa Barat 
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ABSTRACT 

THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN THE PROGRAM 

ANTI-CORRUPTION MOVEMENT IN WEST JAVA PROVINCE 

 

The rise of corruption in West Java province involving political party cadres. So 

this study aims to provide an overview of the role and function of political parties 

as a political vehicle in creating anti-corruption movement in West Java province. 

This research uses qualitative approach and Case Study Method.Data collection 

techniques carried out in this study by interview, observation, documentation, and 

literature studies and data analysis techniques by means of data reduction, data 

presentation, conclusion and verification, and data validity. In this study, there are 

three parties studied, namely the Regional Leadership Council of Keadilan 

Sejahtera Party of West Java Province, the Regional Leadership Council of 

Golongan Karya Party of the West Java province and the Regional Leadership 

Council of Demokrasi Indonesia Perjuangan Party of West Java province, as well 

as the National Unity and Politics Agency, the West Java provincial Attorney 

General's office and anti-corruption experts. In the end, this study can provide an 

overview of West Java Province political cadres with integrity, especially in cases 

of corruption.so that the results of this study that political parties have an important 

role in internalizing anti-corruption values that can shape anti-corruption morality 

as a form of anti-corruption movement. 

Keywords: Role, Political Party, Anti-Corruption Movement, West Java 
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